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PUTUSAN

Nomor 0880/Pdt.G/2015/PA.KAG

ZAAR ’
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana

tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di RW. 8, No. 6, Desa Makarti Mulya,
Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering llir, selanjutnya disebut

sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di RW. 8, No. 30, Desa Makarti Mulya, Kecamatan
Mesuji, Kabupaten Ogan Komering llir, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember
2015yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan
Register perkara Nomor 0880/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 16 Desember 2015,

telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah

di Kabupaten Ogan Komering llir pada tanggal 15 Juni 1992, yang tercatat
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pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan
Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/35/V1/1992, tanggal
17 Juni 1992;

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan,
sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka dan

antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Makarti Mulya
kec. Mesuji selama kurang lebih 5 bulan, namun sekarang antara
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini, selama
dalam pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah
bergaul selayaknya suami misteri (ba'da dukhul) dan selama dalam
pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang,
yang bernama:

a. Rohimin, umur 21 tahun,
b. Ita Kurnia, umur 15 tahun,

yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat
telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi
sejak 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis,
karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

4, Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Penggugat tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;

- Tergugat sering bermain judi togel;

- Tergugat sering menghabiskan uang hanya untuk bermain judi;

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama kurang lebih

3 bulan;
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- Tergugat tidak memberikan tanggung jawabnya sebagai kepala

keluarga;

5. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan
Tergugat di rumah sendiri di Desa Makarti Mulya pada tanggal 01 Oktober
2015 berawal dari Tergugat yang sudah 3 bulan meninggalkan Penggugat
bekerja di pabrik gula Cinta Manis, Kab. Ogan llir dan selama di tinggal
Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat, saat hari itu
Tergugat pulang menemui Penggugat tapi sedikit pun Tergugat tidak
memberikan uang karena uang gajinya selama 3 bulan tersebut habis
dipakai untuk berjudi, lalu Penggugat marah dan terjadilah keributan
kemudian 1 minggu setelah keributan penggugat pergi meninggalkan
Tergugat ke rumah bibinya di Palembang untuk menenangkan diri saat ini
Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat
tinggal di rumah sendiri yang sama-sama satu Desa di Rw. 08, Desa
Makarti Mulya, Kec. Mesuiji, Kab. Ogan Komering llir yang sekarang sudah

berpisah selama 2 bulan;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar
dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah,
namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang
Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan

Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk
menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup
rukun dan harmonis membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat
yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang
sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk
dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim
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yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan,
meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang
sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan

oleh suatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam

membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan,

sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan
Penggugat dengan register Nomor 0880/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 16
Desember 2015, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang
sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:
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I. Bukti Surat

Kutipan Akta Nikah Nomor 112/35/VI1/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering llir, tanggal
17 Juni 1992 (P);

Bukti P tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir di
kepaniteraan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan

ternyata cocok;
Il. Bukti Saksi
Saksi 1

Muhammad Riyadi bin Sutadi, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1
(Pendidikan Agama Islam), Pekerjaan Guru Honorer MTs, bertempat tinggal
di RW. 8, No. 6, Desa Makarti Mulya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan
Komering llir, saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat dan
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari
Penggugat;

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah
bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai anak 2 orang;

- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama
sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren, sedangkan anak

kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
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- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak 2 tahun yang lalu
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan
mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih
dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung 1 kali dan mendengar
langsung 2 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan
bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di
rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat berupa cekcok mulut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bermain judi seperti
judi togel dan nyabung ayam;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama 4 bulan;

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama,
karena tidak tidak tahan lagi dengan sikap dan sifat Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi,
tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban
masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya
merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun

Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2
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Nur Hadi bin Kholil, Umur 55 tahun, Agama lIslam, Pendidikan SLTP,
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RW. 8, No. 6, Desa Makarti Mulya,
Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering llir, saksi mengaku sebagai
tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai
suami isteri sah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masa kecil dulu dan
kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa selama terikat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah
kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai anak 2 orang yang saat ini anak Penggugat dan Tergugat
yang pertama sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren,
sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis selama 16 tahun, akan tetapi akhir-akhir
ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering kali melihat antara
Penggugat dan Tergugat saling sediaman atau tidak tegur sapa dan
sangat jelas adanya permasalahan antara keduanya;

- Bahwa saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat
saling sediaman sebanyak 5 kali;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan tidak pernah
mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih
dan bertengkar;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling sediaman di rumah
Penggugat dan Tergugat sendiri;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat saling sediaman
adalah Tergugat sering kali bermain judi dan saksi pernah melihat
langsung Tergugat sedang main judi, Tergugat sering kali jarang pulang
ke rumah Penggugat dan Tergugat dengan waktu yang lama dan
Tergugat tidak setuju anak Penggugat dan Tergugat menuntut ilmu di
pondok pesantren;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama 3 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama
adalah Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi,
tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban
masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya
merukunkan sebanyak 4 kali, bahkan saksi sendiri terlibat langsung,
akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun

Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan

mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam
berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

dan turut dipertimbangkan;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah
jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 49
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sengketa
perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selain itu juga
dengan tetap memperhatikan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kayuagung
berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena

itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke

persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat
tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya
untuk menghadap tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara
resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg Majelis
Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat

diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan menjadikan bahan
pertimbangan dalam putusan ini pendapat Ulama pengarang Kitab Ahkamul
Qur’an, Juz 2, halaman 45:

A 3a Y Al sgd oy ald Gaalisddl GlSa a Sla 1 o e
Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan

sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka

dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak
berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
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keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan
dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi yang
dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada
tanggal 15 Juni 1992 yang telah dikaruniai anak 2 orang, pada awalnya rumah
tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara
Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Penggugat
tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, Tergugat sering bermain judi togel,
Tergugat sering menghabiskan uang hanya untuk bermain judi, Tergugat tidak
memberikan nafkah lahir batin selama kurang lebih 3 bulan dan Tergugat tidak

memberikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok dalam gugatan
Penggugat tersebut, Penggugat dalam petitum gugatan pada angka 2
memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada

dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek peradilan Agama,
khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa
perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan
yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam
peraturan perundangan, antara lain dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan
demikian alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam gugatan aquo tetap
harus dibuktikan kebenarannya,;
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Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus
membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal
1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian
dalil gugatan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat
yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menuntut diputuskan suatu hubungan
perkawinan, maka terlebih dahulu mutlak patut dibuktikan kebenaran adanya
perkawinan tersebut dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat
Nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti
P, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami
istri dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juni
1992;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dalam perkara ini
merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari
akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan
Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan
gugatan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai
dari Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Pasal 19
Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari
pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk
mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut,
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sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi,
yaitu saksi 1 adalah keponakan Penggugat dan saksi 2 merupakan tetangga
Penggugat. Saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam
persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut
mengenai dalil angka 4, angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat adalah fakta
yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat juga merupakan
kesaksian yang berdiri sendiri namun saling bersesuaian karena memiliki
keterkaitan dan hubungan yang menguatkan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran. Oleh karena
itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg. Sehingga keterangan saksi-
saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai
alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim
telah menemukan fakta sebagai berikut:

----------- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan

perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Juni 1992;

-- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

—————————————— Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah, karena
Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini telah
berlangsung selama lebih kurang 3 bulan;

----Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak

pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
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------- Bahwa orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berupaya

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

————————— Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan

perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 2
yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan
apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan
atau telah pecah yang tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi
Hukum Islam untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di
mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan
pengadilan telah berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa
alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan
tersebut sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum menjatuhkan
talak Tergugat terhadap Penggugat perlu dipertimbangkan apakah perkawinan
Penggugat dan Tergugat telah memenuhi beberapa unsur untuk terjadinya

suatu perceraian. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri

sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak

berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, di mana pertengkaran tersebut telah
terjadi sedemikian rupa sehingga dapat diketahui oleh orang-orang dekat
Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat
telah berlangsung secara terus menerus, sehingga unsur pertama telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun
Penggugat tetap pada pendiriannya ingin memutuskan perkawinannya, bahkan
saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 bulan,
selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
saling mempedulikan lagi. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak
dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri terhadap satu sama lain.
Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Sehingga unsur kedua
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1)
dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu
mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk hidup rukun
kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sikapnya bersikeras
untuk tetap bercerai. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat
disatukan lagi. Sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa
ketiga unsur yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian telah terpenuhi

terdapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan
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Penggugat dan Tergugat yang sedemikian tersebut tidak mungkin dapat
mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur’an surat
Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “mewujudkan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Selain itu apabila
perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan berlangsung
justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan
dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan
menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak suami dan istri, padahal sesuai
dengan kaidah figih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada
menarik manfaat;

liadl s o an3e dulaall ¢ ja

Artinya : Menolak  kemudharatan lebih  utama daripada  menarik

(mempertahankan) kebaikan.

Menimbang, bahwa terhadap keadaan perkawinan Penggugat dan
Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi
dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana telah
termaktub dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2) jis. Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3),
Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat
dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar

hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :
o T - 1% . . i .
Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada

suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya

kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah terbukti memenuhi
ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jis. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994 “Hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan
Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup
alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak
satu kepada Tergugat”. Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat

dapat dikabulkan dengan talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian ini berdasarkan gugatan dari Penggugat
sebagai istri dan talak yang dijatuhkan adalah oleh Pengadilan Agama, maka
berdasarkan Pasal 113 dan Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis
Hakim memutuskan menjatuhkan talak ba’in sughra dari Tergugat terhadap

Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
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Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar’i yang berkenaan dengan

perkara ini.
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuiji
Kabupaten Ogan Komering llir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 21
Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah,
oleh Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Ali Akbarul Falah,
S.H.l. serta H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H. masing-masing sebagai hakim-
hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,
dibantu oleh Drs. Sabaan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama
Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ali Akbarul Falah, S.H.l. Sundus Rahmawati, S.H.
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Hakim Anggota,

H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sabaan

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 750.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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